
1  

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  

DI KABUPATEN BANYUWANGI 

 

Galih Wicaksono
1
, Tree Setiawan Pamungkas

2
, Anwar

3 

 galih.fisip@unej.ac.id
1
,  tree.sp.fisip@unej.ac.id

2
, anwar.fisip@unej.ac.id

3 

 Universitas Jember  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

di Kabupaten Banyuwangi, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Tahapan penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung, pendataan, 

serta wawancara terstruktur dan mendalam. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, 

penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah 

berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kendala 

dalam keterbukaan APBDesa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administasi LPJ, 

perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan. 

Beberapa kendala tersebut mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. 

 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Kendala 

 

Latar Belakang 

Desentralisasi membawa 

berbagai dampak pada kegiatan 

administrasi dan pengelolaan 

pemerintah daerah. Desentralisasi 

terjadi dalam dua aspek, yaitu 

desentralisasi administrasi 

pemerintahan dan desentralisasi 

administrasi keuangan. Keduanya 

dimaksudkan untuk melimpahkan 

kewenangan kepada daerah agar dapat 

menggali kemampuan dan potensi 

daerah masing-masing, sehingga dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi 

dalam memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat. Secara umum 

tujuan desentralisasi adalah 

mendekatkan pelayanan publik 

kepada masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat lebih mudah 

mengakses dan menerima manfaatnya. 

Oleh karena itulah beberapa 

kewenangan dilimpahkan kepada 
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daerah, termasuk dalam hal 

pengelolaan keuangan (Nurtanzila dan 

Kumorotomo, 2015). 

Berkaitan dengan desentralisasi 

daerah, desa memiliki peran yang 

sangat penting, khususnya dalam 

bidang pelayanan publik. Kewenangan 

yang lebih besar disertai dengan 

pembiayaan dan bantuan sarana 

prasarana yang memadai mutlak 

diperlukan guna penguatan ekonomi 

desa menuju kemandirian desa. Dengan 

diterbitkannya Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa, posisi 

pemerintahan desa menjadi semakin 

kuat. Kehadiran Undang-Undang Desa 

tersebut disamping merupakan 

penguatan status desa sebagai 

pemerintahan masyarakat, sekaligus 

juga sebagai basis untuk memajukan 

masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah 

berlebihan, karena dengan kehadiran 

Undang-undang tersebut, setiap desa 

memperoleh alokasi dana desa 

dengan jumlah yang signifikan yang 

bersumber dari APBN (Soleh dan 

Rochmansjah, 2015). 

Dalam pengelolaan keuangan 

desa sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No.113 Tahun 2014, 

dibutuhkan adanya suatu akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

Akuntabilitas dimulai dari kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan dalam 

pembangunan desa yang tertuang 

dalam rencana pembangunan jangka 

menengah desa (RPJDes), rencana 

kegiatan pembangunan (RKP), dan 

proses penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja desa 

(APBDes). Selain itu, dibutuhkan 

juga adanya suatu model akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa diwujudkan dalam laporan 

pertanggungjawaban dan pengawasan 

terhadap keuangan desa. 

Kabupaten Banyuwangi 

merupakan salah satu daerah otonom di 

Jawa Timur yang dalam beberapa 

tahun terakhir terus bertransformasi 

menjadi wilayah yang berkembang 

pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan 

dari semakin meningkatnya 

perencanaan pembangunan di berbagai 

daerah yang menandakan adanya 

akuntabilitas keuangan di Banyuwangi 

yang semakin meningkat dan 

memenuhi prinsip good governance 

yang meliputi akuntabilitas dan 

transparansi. Semakin baiknya 

akuntabilitas keuangan di Banyuwangi 

dibuktikan dengan menjadi satu-

satunya Kabupaten di Jawa Timur 

yang menerapkan metode pencatatan 
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akuntansi berbasis akrual pada tahun 

2014 (Kabupaten Banyuwangi dalam 

angka, 2014). Adanya standar dalam 

pelaporan keuangan merupakan salah 

satu upaya untuk memperbaiki 

kualitas dan kinerja pengelolaan 

keuangan pemerintahan sehingga lebih 

terukur, terstruktur dan dapat 

dibandingkan sesuai dengan indikator 

yang digunakan dalam good 

governance (Tarigan dan Nurtanzila, 

2013).  

Dalam praktek sehari-hari, 

banyak kepala desa dan perangkat desa 

di Kabupaten Banyuwangi yang 

mengalami kesulitan dalam desa, 

dimulai dari perencanaan kegiatan, 

perencanaan RPJMDes, RKPDes, dan 

perencanaan penyusunan APBDes. 

Kesulitan juga dialami pada saat 

pelaksanaan APBDes, penatausahaan 

keuangan, pelaporan dan laporan 

pertanggungjawaban. Untuk itu 

dibutuhkan suatu model akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan desa, 

sehingga kepala desa dan perangkat 

desa dapat menjalankan praktek 

pengelolaan keuangan desa dengan 

baik dan benar sesuai dengan 

Undang-undang dan peraturan yang 

berlaku (Sululing dan Ode, 2015). 

Dengan adanya suatu model 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa, diharapkan akan menjadi standar 

pemerintahan desa di Banyuwangi 

dalam keterbukaan informasi terhadap 

publik. Selain itu juga akan dapat 

menjadi standar pemerintahan desa di 

Kabupaten Banyuwangi dalam 

mekanisme pertanggungjawaban dan 

pola pengawasan dalam praktek 

pengelolaan keuangan desa, sehingga 

akan terwujud good governance yang 

baik. 

Penelitian tentang Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa di 

Kabupaten Banyuwangi penting untuk 

dilakukan. Hal ini karena dengan 

adanya model akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa yang baik, 

diharapkan dapat mengoptimalkan 

kemandirian desa di Kabupaten 

Banyuwangi. Berkaitan dengan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

instansi pemerintah, penelitian yang 

dilakukan oleh Tarigan dan Nurtanzila 

(2013) mengenai akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan, menghasilkan 

temuan bahwa proses akuntabilitas 

membutuhkan dukungan dari kepala 

daerah dalam bentuk peraturan daerah 

atau peraturan bupati / walikota tentang 

mekanisme  akuntabilitas pelaporan 

keuangan. Selain itu juga 

membutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam proses 
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pembuatan pertanggungjawaban 

keuangan. Dana desa dapat digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur, 

meningkatkan potensi seni budaya 

dan pariwisata serta untuk 

pengembangan Badan Usaha Milik 

Desa di Kabupaten Banyuwangi.  

Dengan adanya dana desa, 

potensi desa yang belum tergali dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan 

memberi nilai tambah terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa, sehingga akan terbangun 

kemandirian desa. Dengan adanya 

suatu akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan desa, diharapkan adanya 

keterbukaan (transparansi) dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. Selain itu 

juga, diharapkan adanya mekanisme 

pertanggungjawaban yang jelas 

(akuntabilitas) berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa, yang 

meliputi adanya pertanggungjawaban 

dan pengawasan pengelolaan keuangan 

desa. Apabila akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa berjalan 

dengan baik, maka dana desa yang 

ada akan dipergunakan secara optimal 

untuk membangun desa dan 

kesejahteraan masyarakat desa, 

sehingga nantinya akan tercipta 

kemandirian desa yang ada di 

Kabupaten Banyuwangi. 

Good Governance 

Kata good governance 

mengandung pengertian, pertama, 

nilai-nilai yang menjunjung tinggi 

keinginan / kehendak rakyat dan 

nilai-nilai yang dapat meningkatkan 

kemampuan rakyat dalam mencapai 

tujuan (nasional) keandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan 

keadilan sosial; kedua, aspek- aspek 

fungsional dari pemerintahan yang 

efektif dan efisien dalam pelaksanaan 

tugas untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut (Agustino, 2007). Pembahasan 

terkait “good governance” dapat 

dilihat pada pendapat J.S.Edralin 

(1997). “Governance” merupakan 

suatu terminologi yang digunakan 

untuk menggantikan istilah 

“government”, yang menunjukkan 

penggunaan otoritas politik, ekonomi, 

dan administrasi dalam mengelola 

masalah-masalah kenegaraan. Inti 

governance adalah melibatkan 

masyarakat dalam proses 

pemerintahan (Latief, 2010). 

Istilah “good governance” 

diperkenalkan oleh beberapa organisasi 

bilateral ataupun multilateral (JICA, 

OECD, GTZ) sejak tahun 1991, 

dengan memberikan tekanan pada 



5  

beberapa indikator antara lain: (1) 

demokrasi, desentralisasi, dan 

peningkatan kemampuan pemerintah; 

(2) hormat terhadap hak asasi 

manusia dan kepatuhan terhadap 

hukum yang berlaku; (3) partisipasi 

rakyat; (4) effisiensi, akuntabilitas, 

transparansi dalam pemerintah dan 

administrasi publik; (5) pengurangan 

anggaran militer; dan (6) tata ekonomi 

yang berorientasi pasar (Keban, 2000). 

Akutantabilitas 

Dalam konsep akuntabilitas 

melekat juga di dalamnya ketaatan 

pengelolaan keuangan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. Kaitan akuntabilitas dengan 

pelaporan keuangan yakni pemberian 

informasi keuangan kepada stakeholder 

sehingga memungkinkan bagi mereka 

untuk menilai pertanggungjawaban 

pemerintah atas semua aktivitas yang 

dilakukan, bukan hanya aktivitas 

keuangan, dan dapat membantu 

pemaikai dalam membuat keputusan 

ekonomi, sosial dan politik (Hadi, 

2008). 

Akuntabilitas mengandung suatu 

pengertian bahwa setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh pemerintah, termasuk di 

dalamnya pengelolaan keuangan dapat 

dipantau dan dipertanggungjawabkan 

oleh setiap pihak terkait, terutama 

masyarakat. Dengan demikian  maka  

akuntabilitas merupakan suatu hal 

yang mutlak diperlukan dalam 

pengelolaan keuangan pada berbagai 

level pemerintahan. Tetapi 

Kumorotomo, (2006) meyatakan 

bahwa tidak ada jaminan bahwa adanya 

perbaikan sistem atau peraturan akan 

menunjang akuntabilitas para pejabat 

jika pola perilaku para politikus daerah 

dan birokrat masih tetap dipengaruhi 

oleh nilai-nilai lama yang kurang 

mengutamakan kepentingan publik, 

tetapi selalu tunduk pada pimpinan 

politis. 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Desentralisasi merupakan suatu 

bentuk pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab. Desentralisasi 

dipandang sebagai pemberian 

sebagian kekuasaan yang dimiliki 

oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Tujuan dari 

desentralisasi yaitu peningkatan 

kualitas dan efektifitas sistem 

pemerintahan secara keseluruhan, 

yang bersamaan dengan peningkatan 

kewenangan dan kapasistas 

pemerintahan subnasional (UNDP, 

1999). Perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah merupakan suatu sistem 

pembiayaan pemerintahan dalam 
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kerangkan negara kesatuan, yang 

mencakup pembagian keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta 

pemerataan antar darah secara adil dan 

proporsional, demokratis dan 

transparan dengan tetap 

memperharikan potensi, kondisi dan 

kebutuhan daerah sejalan dengan 

kewajiban dan pembagian kewenangan 

serta tata cara penyelenggaraan 

kewenangan tersebut termasuk 

pengelolaan dan pengawasan 

keuangannya (Astuti dan Haryanto, 

2006). Tujuan dari adanya 

perimbangan keuangan adalah demi 

mengatasi kesenjangan keuangan 

anatara pemerintah pusat dengna 

pemerintah daerah atau kesenjangan 

secara vertikal dan juga kesenjangan 

antar pemerintah daerah atau 

kesenjangan horizontal. 

 Otonomi Keuangan Desa 

Lahirnya UU no 6 tahun 2014 

tentang Desa secara jelas telah 

memberikan kewenangan yang lebih 

kepada desa. desa memiliki 

kemampuan untuk mengurus 

kebutuhan rumah tangga desa secara 

mandiri. Desa diberi wewenang dalam 

hal penyelenggaraan pemerintahan baik 

dalam hal kelembagaan, pembangunan 

serta yang tidak kalah penting yaitu 

adanya kewenangan otonom terhadap 

pengelolaan keuangan desa. Terkait 

dengan pengelolaan keuangan desa, 

secara lebih mendalam diatur dalam 

Permendagri no 113 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

dengan terbitnya aturan ini maka desa 

diberi panduan bagaimana keuangan 

desa dikelola dengan tepat. Penguatan 

kewenangan desa juga harus diikuti 

dengan penguatan dalam hal 

pengelolaan keuangan secara mandiri. 

Pengelolaan keuangan desa dapat 

dilakukan mulai dari penyusunan 

anggaran secara mandiri, pelaksanaan 

pembangunan secara mandiri dan juga 

peningkatan kemampuan aparatur desa 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif yang akan lebih in 

depth dalam mengurai masalah. 

Penelitian ini ditujukan untuk a) 

melakukan identifikasi akuntabilitas 

dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  

Kabupaten  Banyuwangi,  serta b) 

identifikasi kendala dalam penerapan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa di Kabupaten Banyuwangi. 

Pendataan desa akan dilakukan 

dengan metode survey agar 

didapatkan data yang lebih akurat 
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dan komprehensif dalam hal 

pengelolaan keuangan desa di 

Kabupaten Banyuwangi. Alur dan 

tahapan penelitian yang akan dilakukan 

dijelaskan berikut ini: 

a. Melakukan observasi langsung, 

pendataan dan wawancara 

terstruktur untuk dapat 

mengindentifikasi permasalahan 

dan kendala akuntabi l i tas 

pengelolaan keuangan desa. 

Identifikasi tersebut diharapkan 

akan dapat diketahui bagaimana 

desa melakukan pengelolaan 

keuangan desa dan juga mencari 

solusi atas permasalahan. 

b. Melakukan wawancara mendalam/ 

In depth interview terhadap 

aparatur yang akan menjadi 

informan dalam penelitian ini. In 

depth interview dimaksudkan 

untuk menemukan kendala dalam 

menerapkan t akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa. In 

depth interview ini akan dapat 

mengidentifikasi dengan tepat 

permasalahan atau kendala yang 

muncul dan peluang penerapan 

prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Akuntabilitas dalam Perencanaan 

Keuangan Desa 

Perencanaan keuangan desa 

dilakukan dengan cara diskusi untuk 

menjaring aspirasi dan kebutuhan 

yang diperlukan masyarakat desa 

melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan desa (Musrenbangdes) 

dengan melibatkan kepala desa, 

perangkat desa, BPD, LPMD, dan 

tokoh masyarakat. Musrenbangdes 

merupakan forum pembahasan usulan 

rencana kegiatan desa yang 

menitikberatkan adanya partisipasi 

dari seluruh elemen masyarakat yang 

ada di desa untuk terlibat aktif dalam 

perencanaan pembangunan desa. 

Berdasarkan hasil musrenbangdes, 

Kepala Desa menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) yang dibahas secara 

intensif dengan BPD. RPJMDes akan 

menjadi dasar dalam pembuatan 

Peraturan Kepala Desa tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Desa 

(RKPDes) setiap tahunnya. RKPDes 

menjadi dasar dalam menyusun 

Rancangan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes), Profil Desa, Rencana 

Anggaran Biaya, dan Rencana 

Penggunaan Dana. Semua laporan 

tersebut dibuat sebagai syarat pencairan 

ADD dari Pemerintah Kabupaten 
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Banyuwangi. 

Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, desa yang ada di 

Kabupaten Banyuwangi telah 

menerapkan dengan baik adanya 

partisipasi aktif dari masyarakat desa 

dalam perencanaan keuangan desa. Hal 

tersebut dibuktikan dengan tingginya 

angka kehadiran elemen kepala desa, 

perangkat desa, BPD, LPMD, dan 

tokoh masyarakat dalam 

Musrenbangdesa. Hal tersebut sesuai 

dengan penjelasan dari Kepala Desa 

Cluring sebagai berikut : 

“Masyarakat terlibat aktif dalam 

Musrenbangdesa, yaitu dengan 

mengawal masukan yang telah menjadi 

prioritas dalam musyawarah dusun“ 

 Keterlibatan aktif unsur 

masyarakat desa dalam pelaksanaan 

Musrenbangdesa juga sejalan dengan 

pelaksanaan Musrenbangdesa juga 

sejalan dengan penjelasan dari Kepala 

Desa dan Sekretaris Desa sebagai 

berikut: 

“Musrenbangdes sudah tidak asing lagi 

bagi masyarakat, sehingga pada saat 

pelaksanaan mereka sudah tahu ketika 

pelaksanaan. Selain itu juga Kepala 

Desa pada saat pengajian melakukan 

sosialisasi apa arti dan tujuan 

Musrenbangdesa” 

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa 

Cluring) 

“Masyarakat terlibat aktif sejak tilik 

dusun dan skoring prioritas pada saat 

Musrenbangdes” 

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa 

Tamansari) 

“Masyarakat yang hadir terlibat aktif 

memasukan usulan pada saat forum 

Musrenbangdes dan terlibat 

musyawarah penentuan skala prioritas 

usulan tiap bidang” 

(Hasil wawancara dengan Sekretaris 

Desa Sumbergondo) 

Berdasarkan beberapa 

pendapat Kepala Desa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran 

masyarakat desa di Kabupaten 

Banyuwangi cukup tinggi dalam 

perencanaan keuangan desa. Proses 

perencanaan keuangan desa telah 

memenuhi prinsip akuntabilitas, yaitu 

adanya partisipasi aktif masyarakat 

dalam penentuan perencanaan 

kebijakan keuangan desa, yaitu turut 

sertanya tokoh masyarakat dan BPD 

dalam pelaksanaan Musrebangdesa. 

Oleh karena itu diharapkan bahwa 

kebijakan Pemerintah Desa dan 

program-program yang akan 

dijalankan hendaknya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa 
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yang harus segera dilaksanakan. 

Akuntabilitas dalam Penganggaran 

Keuangan Desa 

 Berdasarkan hasil 

Musrenbangdes, Pemerintah Desa 

menyusun RKPDes yang dituangkan 

dalam Peraturan Kepala Desa tentang 

RKPDesa. Berdasarkan RKPDesa, 

Kepala Desa menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa yang 

akan dibahas bersama dengan BPD 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Desa tentang APBDesa. Berdasarkan 

APBDesa, Kepala Desa menyusun 

Rencana Penggunaan Dana (RPD) 

ADD dan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) untuk kegiatan yang bersifat 

fisik. Kepala Desa juga setiap tahun 

anggaran harus menerbitkan Keputusan 

Kepala Desa tentang Penunjukan 

Bendahara Desa dan Nomor Rekening 

Desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

pengadaan barang dan jasa, 

pemeriksaan barang / jasa, Pengurus dan 

Penyimpan Barang pada Sekretariat 

Desa, serta Surat Keputusan Kepala 

Desa tentang Pelaksanaan Teknis 

Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). 

Hambatan utama yang dihadapi 

dalam kegiatan penganggaran 

keuangan desa adalah desa perlu 

menunggu besaran PAGU indikatif, 

dimana besaran PAGU tersebut sering 

molor dari jadwal yang telah 

ditentukan dan kadang mengalami 

perubahan jumlahnya. Hal ini sesuai 

apa yang dikatakan oleh Kepala Desa 

Gumirih sebagai berikut: 

“Hambatan yang dihadapi oleh 

Pemdes adalah menunggu PAGU 

anggaran ADD/DD, serta PAGU 

anggaran kadang ada perubahan” 

Hal tersebut juga diperkuat 

beberapa pendapat yang dikemukakan 

oleh Pemerintah Desa sebagai berikut : 

“PAGU indikatif desa yang 

menghambat, dikarenakan tahun 

berikutnya sering mengacu ke tahun 

sebelumnya”  

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa 

Centangan) 

“Pelaksanaan tahapan sebelum 

penyusunan APBDesa seringkali tidak 

tepat waktu dan penetapan jumlah 

anggaran dari Pemerintah Kabupaten 

sudah masuk ke tahun anggaran 

berikutnya”  

(Hasil wawancara dengan Sekretaris 

Desa Sumbergondo) 

Namun demikian, secara umum 

berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, dapat disimpulkan bahwa 

desa yang ada di Kabupaten 
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Banyuwangi telah menjalankan proses 

penganggaran keuangan desa secara 

tertib dan disiplin. Hal ini menunjukan 

bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten 

Banyuwangi telah menjalankan tugas 

dengan baik sesuai dengan Peraturan 

Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Banyuwangi. 

Akuntabilitas dalam Pencairan dan 

Penyaluran Keuangan Desa 

Mekanisme pencairan dan 

penyaluran keuangan desa secara 

teknis terdapat beberapa tahap yang 

harus dilalui, yaitu : 1) Kepala Desa 

menyusun Rencana Penggunaan Dana 

(RPD) ADD dan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) untuk kegiatan yang 

bersifat fisik, 2) Kepala Desa 

mengirimkan RPD kepada Camat 

untuk dilakukan verifikasi kesesuaian 

pengajuan anggaran dengan APBDesa, 

standar harga, harga satuan barang, 

dan kelayakan bangunan fisik dengan 

dana yang dialokasikan, 3) Kepala 

Desa mengusulkan surat permohonan 

pencairan dana ADD beserta 

lampirannya kepada Bupati 

Banyuwangi melalui Camat. Apabila 

permohonan pencairan dinyatakan 

lengkap dan benar, berkas permohonan 

pencairan dana beserta lampirannya 

diteruskan kepada Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Banyuwangi untuk diproses 

pencairannya. 

Beberapa Pemerintah Desa 

mengalami keterlambatan dalam 

pencairan keuangan desa, yang 

disebabkan oleh detailnya prosedur 

dalam pencairan dan kurangnya 

keterampilan yang dimiliki SDM di 

desa. Berikut pendapat yang 

disampaikan oleh Kepala Desa Cluring 

: 

“Keterlambatan   dalam  pencairan  

anggaran   sering   disebabkan karena 

detailnya prosedural” 

Pendapat lain disampaikan oleh 

beberapa Pemerintah Desa sebagai 

berikut : 

“Sering  mengalami  keterlambatan  

pencairan  yang  disebabkan karena 

SDM dari unsur Kaur/Staf Desa yang 

belum profesional” (Hasil wawancara 

dengan Kepala Desa Centangan) 

“Keterlambatan karena adanya 

beberapa program yang masih harus 

dihitung penganggarannya, karena 

adanya keterlambatan informasi 

PAGU” (Hasil wawancara dengan 

Sekretaris Desa Kaligondo).  
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 Secara Umum berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan, desa yang ada di 

Kabupaten Banyuwangi telah 

menjalankan mekanisme tersebut 

dengan disupervisi oleh kecamatan. 

Mekanisme yang telah dijalankan sesuai 

dengan dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa. Namun demikian, 

Pemerintah Desa merasa bahwa 

banyaknya persyaratan administratif 

yang dibutuhkan dalam mengurus 

pencairan ADD, menimbulkan 

kesulitan dan kewalahan dalam 

mengumpulkan beberapa persyaratan 

tersebut. Selain itu juga terdapat 

perbedaan pemahaman antara 

Kecamatan, BPMPD, dan Bapenda 

pada saat melakukan verifikasi 

dokumen yang diajukan oleh 

Pemerintah Desa. Beberapa hal 

tersebut tentu saja dapat mengurangi 

mekanisme akuntabilitas pengelolaan 

keuangan yang dilakukan oleh desa. 

Akuntabilitas dalam Penggunaan 

Keuangan Desa 

Penyaluran ADD pada tahun 

2016 oleh Kabupaten Banyuwangi 

untuk 189 desa yang ada di 

wilayahnya, sebesar Rp 

83.018.369.000,- atau rata-rata sebesar 

Rp 439.250.630,- per desa. Meningkat 

drastis dari tahun sebelumnya yang 

hanya sebesar Rp 61.900.000.000,- atau 

rata-rata sebesar Rp 327.513.228,- per 

desa. Pengalokasian ADD pada desa 

di Kabupaten Banyuwangi, secara 

umum digunakan untuk : penghasilan 

tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa (51 %), pembinaan 

kemasyarakatan (21 %), 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

BPD (18%), pembangunan desa (8 %), 

serta pemberdayaan masyarakat (2 %). 

Untuk penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan BPD, paling besar digunakan 

untuk operasional kantor desa. Untuk 

pembangunan desa, sebagian besar 

digunakan untuk membangun 

pavingisasi, pivanisasi, pemeliharaan 

gedung, drainase, pembangunan 

jembatan dan jalan. Untuk 

pemberdayaan masyarakat, sebagian 

besar digunakan untuk PKK, 

posyandu, keluarga miskin, dan anak 

kurang mampu. Untuk pembinaan 

kemasyarakatan, sebagian besar 

digunakan untuk pembinaan lembaga 

kemasyarakatan, posyandu, serta 

kegiatan ketenteraman dan ketertiban. 

Beberapa desa menghadapi 

kendala dalam hal keterampilan SDM 

di desa dalam penggunaan keuangan 

desa, serta permasalahan pajak dalam 

penentuan harga pada RAB. Berkaitan 
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dengan keterampilan SDM, 

dikemukakan oleh beberapa Kepala 

Desa sebagai berikut:  

“Kemampuan  SDM  masing-masing  

desa  untuk  mengelola  dana yang 

besar perlu SDM yang siap untuk 

mengelola dana tersebut” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa 

Sukomaju) 

“Sistem E-VB yang diterapkan butuh 

SDM perangkat desa yang harus 

cukup memadai dan profesional” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa 

Gumirih) 

Berkaitan dengan permasalahan pajak 

dalam penentuan harga pada RAB, 

dikemukakan oleh Kepala Desa 

Centangan sebagai berikut : 

“Kendala dalam penggunaan keuangan 

adalah PPN/PPh yang dalam 

perencanaan memang tidak tertuang, 

sedangkan dalam pelaporan harus 

sudah ada slip penyetoran PPN/PPh 

dari Bank” 

Beberapa permasalahan lain 

yang berkaitan dengan penggunaan 

keuangan desa tercermin dari 

beberapa hasil wawancara dengan 

Pemerintah Desa sebagai berikut; 

“Ada beberapa kegiatan yang tidak 

bisa tercover dalam kegiatan, karena 

numenklatur yang tidak ada” (Hasil 

wawancara dengan Sekretaris Desa 

Kaligondo) 

“Perubahan skala prioritas dikarenakan 

perubahan real prioritas kebutuhan di 

masyarakat. Ada kalanya butuh waktu 

persamaan persepsi dengan lembaga 

regulator desa” (Hasil wawancara 

dengan Kepala Desa Tamansari) 

“Penetapan standar harga terkadang 

ada penolakan atau ketidaksetujuan 

toko terhadap harga, sehingga harus 

menjelaskan terlebih dahulu kepada 

toko tersebut” (Hasil wawancara 

dengan Sekretaris Desa Sumbergondo). 

Secara umum berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan, terdapat 

beberapa permasalahan dalam 

penggunaan keuangan desa, yaitu : 1) 

Pemerintah Desa kebanyakan masih 

fokus dalam pembangunan fisik, 

namun cenderung menyampingkan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dan pembinaan kemasyarakatan. 

Padahal kedua kegiatan tersebut penting 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

warga desa, sehingga akan membantu 

mewujudkan kemandirian desa. 

Masalah yang lain, 2) Pemerintah 

Desa masih merasa kesulitan dalam 

menyusun Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) yang berkaitan dengan 

pembangunan fisik. Hal ini disebabkan 
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kurangnya pemahaman aparatur desa 

dalam memahami peraturan yang 

berkaitan dengan pembuatan RAB, 

dimana sebagian besar tingkat 

pendidikan aparatur desa adalah 

lulusan SMA dan bahkan ada yang 

hanya lulusan SMP. Kurangnya 

tingkat pendidikan aparatur desa 

mengakibatkan rendahnya penguasaan 

komputer,  pembukuan, administrasi, 

teknologi informasi, dan rendahnya 

penguasaan atas peraturan yang 

berlaku. 

Akuntabilitas dalam Pengawasan 

Keuangan Desa 

Pengawasan atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

adalah proses kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar Pemerintahan 

Desa berjalan secara efisien dan 

efektif sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengawasan dilakukan 

dalam rangka untuk menjamin 

penyelenggaraan kegiatan sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. Tujuan utama dilakukannya 

pengawasan adalah untuk menjamin 

bahwa setiap proses pelaksanaan ADD 

memiliki kesesuaian dengan maksud, 

tujuan, dan sasaran yang akan 

dicapai dan efektifitas serta efisiensi 

anggaran secara akuntabel. Dalam 

praktek pengelolaan keuangan desa di 

Kabupaten Banyuwangi, pengawasan 

dilakukan oleh beberapa pihak 

seperti : 1) Inspektorat Kabupaten 

Banyuwangi sebagai pengawas 

fungsional, 2) Kecamatan sebagai 

pengawas teknis dan administratif, dan 

3) Masyarakat desa melalui BPD 

sebagai pengawas operasional. Dalam 

hal terjadi penyimpangan atau 

penyalahgunaan ADD pada tingkat 

desa, sedapat mungkin diselesaikan 

oleh Camat dengan ketentuan bahwa 

Camat akan melaporkan setiap 

permasalahan yang ada kepada Bupati 

Banyuwangi melalui SKPD teknis. 

Apabila hasil penelitian awal 

mengindikasikan adanya penyimpangan 

atau penyalahgunaan ADD, maka 

dilakukan pemeriksaan sesuai dengan 

tata cara yang berlaku oleh aparat 

pengawas fungsional. BPD sebagai 

lapis pertama dalam pengawasan 

keuangan desa, mempunyai peran yang 

dijabarkan sebagai berikut:  

“BPD sangat berperan dalam 

penggunaan keuangan desa, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

laporan atas persetujuan BPD” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa 

Centangan) 

“Ya  BPD  berperan  penting,  sebagai  
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kontrol  dan  musyawarah terkait 

dengan penggunaan anggaran” (Hasil 

wawancara dengan Sekretaris Desa 

Kebondalem) 

Kecamatan sebagai lapis kedua 

dalam pengawasan keuangan desa, 

mempunya peran yang dijabarkan 

sebagai berikut : 

“Kecamatan sebagai monitoring dan 

verifikator terhadap pelaksanaan 

Pemerintahan Desa, khususnya dalam 

pelaksanaan atau realisasi APBDesa” 

(Hasil wawancara dengan Sekretaris 

Desa Sumbergondo) 

“Kecamatan  sebagai  verifikator  di  

dalam  pengajuan  dana-dana 

keuangan desa baik yang bersumber 

dari ADD maupun DD” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa 

Sukomaju) 

“Kecamatan  berperan  dalam  

pembinaan  dan  pengawasan  baik 

secara administrasi atau fisik” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa 

Gumirih) 

Pemerintah  Kabupaten  sebagai  

lapis  ketiga  dalam  pengawasan 

keuangan desa, mempunya peran yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

“Pemkab membantu dan memudahkan 

Pemerintah Desa untuk melaksanakan 

atau realisasi APBDes, sebagai 

verifikator manakala 

pertanggungjawaban APBDes masih 

ada yang belum lengkap, sehingga 

meminimalisir temuan-temuan dari 

tim pemeriksa atau inspektorat” (Hasil 

wawancara dengan Sekretaris Desa 

Sumbergondo) 

“Pemkab sebagai pembina dan 

verifikator dalam keuangan desa” 

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa 

Sukomaju) 

“Pemkab berperan dalam pembinaan, 

pengwasan, serta penentu kebijakan 

baik administrasi atau fisik, mulai dari 

perencanaan sampai pelaporan” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa 

Gumirih) 

Berdasarkan pengamatan 

peneliti, pengawasan yang dilakukan 

oleh Inspektorat Kabupaten 

Banyuwangi dan Kecamatan telah 

berjalan sesuai dengan aturan yang 

berlaku, walaupun pengawasan yang 

dilakukan tidak secara periodik atau 

teratur. Demikian juga pengawasan 

yang dilakukan oleh masyarakat desa 

melalui BPD juga sudah berjalan 

sesuai dengan aturan. BPD sebagai 

perwakilan masyarakat desa 

melakukan pengawasan dengan 

memfokuskan pada rencana kegiatan, 
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jenis pekerjaan, besarnya dana yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan 

dengan spesifikasi hasil pekerjaan. 

Apabila hasil pekerjaan sesuai  dengan 

besarnya dana yang dianggarkan, maka 

BPD menganggap bahwa hal tersebut 

tidak masalah. Namun demikian, 

pengawasan langsung yang dilakukan 

oleh masyarakat desa setempat masih 

dirasa kurang. Hal ini dikarenakan : 

1) kurang sadarnya masyarakat desa 

mengenai arti pentingnya pelaksanaan 

ADD dalam mewujudkan 

kemandirian desa, 2) kurangnya 

inisiatif yang dilakukan oleh 

masyarakat desa dalam pengawasan 

penggunaan keuangan desa, yang 

disebabkan tingkat pendidikan yang 

tidak merata, 3) kesibukan masyarakat 

dalam pekerjaan dan aktifitas sehari-

hari, dan 4) kurangnya informasi yang 

diterima oleh masyarakat dalam 

penggunaan keuangan desa dalam 

pembangunan desa. 

Akuntabilitas dalam Pelaporan dan 

Peranggungjawaban Keuangan Desa 

Pelaporan keuangan desa 

merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk menyampaikan hal-hal yang 

berhubungan dengan hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan selama periode 

tertentu sebagai bentuk pelaksanaan 

tangungjawab (pertanggungjawaban) 

atas tugas dan wewenang yang 

diberikan berkaitan dengan penggunaan 

keuangan desa. Bentuk pelaporan ADD 

secara umum terbagi menjadi dua, 

yaitu laporan semester dan laporan 

akhir. Laporan semester mengenai 

pelaksanaan penggunaan ADD setiap 

enam bulan sekali, dimana laporan 

tersebut disampaikan kepada Bupati 

Banyuwangi paling lambat pada 

bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

Laporan akhir ADD mencakup 

perkembangan pelaksanaan dan 

penyerapan dana, masalah yang 

dihadapi dan rekomendasi 

penyelesaian hasil akhir penggunaan 

ADD. Laporan akhir disampaikan 

kepada Bupati Banyuwangi paling 

lambat pada bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya. Penyampaian 

laporan semester dan akhir 

dilaksanakan secara berjenjang kepada 

Camat untuk dilaporkan kepada 

Bupati Banyuwangi melalui SKPD 

yang membidangi pemerintahan desa. 

Pertanggungjawaban ADD 

teritegrasi dengan pertanggungjawaban 

APBDesa, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya adalah 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDesa. Kepala Desa merupakan 

penanggungjawab operasional 

pengelolaan ADD secara keseluruhan. 
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Sebagai bentuk pertanggungjawaban 

penggunaan keuangan desa, Kepala 

Desa wajib menyampaikan beberapa 

laporan pertanggungjawaban sebagai 

berikut : 1) laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun 

anggaran kepada Bupati Banyuwangi, 

2) laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati Banyuwangi, 3) 

laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

pada setiap akhir tahun anggaran, 4) 

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati Banyuwangi setiap 

semester tahun berjalan, dimana 

semester pertama disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Juli pada tahun 

berjalan, serta semester kedua 

disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Januari tahun berikutnya, 5) 

laporan pertanggungjawaban realisasi  

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati 

Banyuwangi setiap akhir tahun 

anggaran, dan 6) menyampaikan 

laporan kekayaan milik desa. Bentuk 

pertanggungjawaban penggunaan 

APBDesa juga disampaikan kepada 

masyarakat desa dalam bentuk    

memberikan    informasi    kepada    

masyarakat desa dengan menggunakan 

spanduk yang dipasang di depan balai 

desa atau pinggir jalan desa yang dapat 

dilihat dengan bebas oleh masyarakat 

desa. Beberapa desa pernah terlambat 

dalam melaporkan penggunaan 

keuangan desa, yang diakibatkan oleh 

beberapa hal yang tercermin dalam hasil 

wawancara sebagai berikut : 

“Keterlambatan  pelaporan  disebabkan  

pembangunan  fisik  yang terkendala 

cuaca atau alam, bahan, dan tenaga 

kerja” (Hasil wawancara dengan Kepala 

Desa Cluring) 

“Keterlambatan pelaporan karena 

keteledoran dari perangkat desa, baik 

Sekretaris Desa maupun Bendahara 

Desa” (Hasil wawancara dengan Kepala 

Desa Centangan) 

“Seringkali  keterlambatan  karena  

berkas  yang  harus  dicukupi lumayan 

banyak jumlahnya” (Hasil wawancara 

dengan Sekretaris Desa Sumbergondo) 

Pemerintah Desa juga 

mengalami beberapa hambatan dalam 

membuat laporan pertanggungjawaban 

keuangan desa, yang tercermin dalam 

hasil wawancara sebagai berikut : 

“Hambatan  tergantung  pada  SDM,  

serta  banyaknya  item  yang terdanai 

dengan anggaran yang terbatas” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa Cluring) 

“Yang menghambat biasanya karena 
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kurangnya komunikasi Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK)” (Hasil wawancara 

dengan Kepala Desa Centangan) 

“Hambatan pada jumlah berkas yang 

harus dibuat untuk pembelian dengan 

nominal kecil dan nominal besar sama 

saja, sehingga dengan jumlah anggaran 

desa yang semakin besar, maka 

tanggungjawab pembuatan laporan juga 

semakin banyak” (Hasil wawancara 

dengan Sekretaris Desa Sumbergondo) 

Berdasarkan pengamatan di 

lapangan, Pemerintah Desa masih 

kesulitan dalam menyusun laporan 

kekayaan milik desa (LKMD). Hal ini 

dikarenakan masih berlangsungnya 

pendataan aset yang dimiliki oleh 

desa, sehingga dibutuhkan ketelitian 

dan kehati-hatian dalam 

menginventarisir aset yang dimiliki 

oleh desa. Secara umum, desa yang ada 

di Kabupaten Banyuwangi telah 

menjalankan dengan baik mekanisme 

pertanggungjawaban kepada Bupati 

Banyuwangi, Kecamatan, BPD, 

maupun masyarakat desa. Pemerintah 

Desa juga telah memasang spanduk 

yang berisi penggunaan keuangan 

desa di depan balai desa dan tempat- 

tempat strategis yang dapat dilihat oleh 

masyarakat desa secara luas. Namun 

banyak juga masyarakat desa yang 

tidak menyadari keberadaan beberapa 

spanduk tersebut, yang disebabkan 

karena letak rumah masyarakat yang 

menyebar di berbagai pelosok desa. 

Terdapat beberapa masyarakat yang 

menyarankan agar pengumuman 

penggunaan keuangan desa bisa 

diperluas tempatnya, misalkan di 

masjid, pos ronda, pasar, sekolah, dan 

berbagai fasilitas umum lainnya yang 

ada di desa, sehingga diharapkan 

dapat menjangkau segenap lapisan 

masyarakat desa.  

Hambatan Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa di Kabupaten Banyuwangi 

 Terdapat beberapa temuan 

terkait hambatan dalam 

penyelenggaraan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa di Kabupaten Banyuwangi, yaitu:  

1. Kemampuan keterbukaan 

pengelolaan keuangan desa perlu 

ditujang dengan kemampuan 

sumber daya manusia yang tinggi 

dalam rangka menjawab berbagai 

pertanyaan atas penggunaan 

keuangan desa baik itu oleh 

masyarakat maupun oleh pihak-

pihak lain yang menginginkan 

penjelasan atas penggunaan 

keuangan desa.  
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2. Rendahnya tingkat pendidikan 

aparatur desa, sebagian besar 

lulusan SMA dan bahkan ada 

yang SMP. Hal ini mengakibatkan 

rendahnya penguasaan komputer, 

pembukuan, administrasi, 

teknologi informasi, dan 

rendahnya pemahaman atas 

peraturan berlaku yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan 

desa.  

3. Banyaknya persyaratan 

administrasi yang dibutuhkan 

dalam mengurus pencairan ADD, 

sehingga perangkat desa merasa 

kesulitan dan kewalahan dalam 

mengumpulkan banyaknya 

persyaratan administrasi yang 

dibutuhkan. Perangkat desa harus 

bekerja ekstra keras dalam 

memenuhi persyaratan pencairan 

untuk menghindari sanksi tidak 

diterimanya atau terlambatnya 

peencairan dana ADD. 

4. Perbedaan pemahaman pada saat 

verifikasi Rencana Penggunaan 

Dana (RPD) ADD antara pihak 

Kecamatan, DPMPD, dengan 

Bapenda Banyuwangi. Perbedaan 

pemahaman yang tidak seragam 

antara beberapa pihak tersebut 

menyulitkan Pemerintah Desa 

dalam mengikuti petunjuk yang 

ada, sehingga Pemerintah Desa 

mengikuti petunjuk yang 

berbeda- beda pada saat verifikasi 

di Kecamatan, DPMPD, dan 

Bapenda Banyuwangi. 

5. Pemerintah Desa secara umum 

masih kesulitan dalam membuat 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

yang berkaitan dengan 

pembangunan fisik. Kesulitan 

dalam pembuatan RAB 

pembangunan infrastruktur 

disebabkan karena kurangnya 

pemahaman aparatur desa dalam 

pembuatan RAB. 

6. Masih terdapat beberapa 

kewajiban pajak yang telah 

dipungut atau dipotong oleh 

Pemerintah Desa, namun oleh 

Pemerintah Desa belum 

disetorkan ke bank atau kantor 

pos, sehingga menyebabkan 

permasalahan 

pertanggungjawaban laporan pajak 

yang belum dibayarkan. 

7. Pemerintah Desa masih kesulitan 

dalam menyusun laporan kekayaan 

milik desa (LKMD). Hal ini 

dikarenakan masih 

berlangsungnya pendataan aset di 

setiap desa, dimana selama ini 

pendataan aset desa belum  

berjalan secara maksimal, 
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sehingga perlu pendataan secara 

lebih teliti dan hati-hati agar bisa 

dimunculkan dalam LKMD awal. 

8. Model pertanggungjawaban 

penggunaan keuangan desa berupa 

pemberian informasi kepada 

masyarakat desa dalam bentuk 

spanduk yang dipasang di depan 

balai desa dan tempat strategis 

yang ada di desa, akan berpotensi 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggungjawab 

untuk menekan Pemerintah Desa 

dalam menggali informasi lebih 

detail mengenai penggunaan 

keuangan desa secara 

komprehensif. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang 

berkaitan dengan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa di 

Kabupaten Banyuwangi, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas dalam perencanaan 

keuangan desa telah berjalan 

dengan baik, yaitu dengan 

dilibatkannya unsur-unsur 

masyarakat desa, tokoh 

masyarakat, tokoh agama,  dan 

BPD dalam Musrenbangdesa. Hasil 

dari Musrenbangdesa diumumkan 

dalam bentuk papan pengumuman, 

sehingga masyarakat desa dapat 

mengetahui apa saja hasil keputusan 

dari Musrenbangdesa. 

2. Akuntabilitas dalam pelaksanaan 

keuangan yaitu dengan 

menggunakan sistem EVB dalam 

pelaksaan keuangan desa. Berbeda 

dengan daerah lain yang 

menggunakan Siskeudes, di 

Banyuwangi menggunakan EVB 

dalam pelaksanaan keuangan desa. 

3. Akuntabilitas dalam penatausahaan 

keuangan desa terdapat beberapa 

permasalahan seperti adanya 

kendala dalam memahami 

peraturan perpajakan dalam praktek 

di lapangan, serta kesulitan dalam 

menyusun RAB yang berkaian 

dengan pembangunan fisik. Kedua 

kendala tersebut diakibatkan 

kurangnya pengetahuan yang 

dimiliki oleh Perangkat Desa 

mengenai aspek pajak dan aturan 

mengenai pembuatan RAB. 

4. Akuntabilitas dalam pelaporan 

keuangan desa secara umum jarang 

terjadi keterlambatan dalam 

pelaporan. Keterlambatan 

pelaporan keuangan desa biasanya 

disebabkan karena berkas yang 

harus dilampirkan jumlahnya 

relatif banyak, serta kualitas SDM 
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desa yang masih belum memadai 

dalam menyiapkan dokumen 

laporan penggunaan keuangan 

desa. 

5. Akuntabilitas pertanggungjawaban 

desa disampaikan kepada beberapa 

pihak, yaitu kepada Bupati 

Banyuwangi, DPMPD, Kecamatan, 

BPD, serta masyarakat desa. 

Laporan penggunaan keuangan 

desa kepada masyarakat desa, wajib 

disampaikan dalam bentuk baliho 

yang dipasang pada titik-titik 

strategis yang ada di desa.  

6. Akuntabilitas dalam pengawasan 

penggunaan keuangan desa 

berjalan dengan baik, yaitu 

dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi, 

Kecamatan, LSM, dan masyarakat 

desa. Walaupun pengawasan 

Inspektorat dan Kecamatan tidak 

secara periodik, masyarakat desa 

juga mengawasi hanya secara 

umum saja tidak secara detail, 

karena kebijakan penggunaan 

keuangan desa ada di ranah 

wewenang penuh Pemerintah Desa 

dan BPD. 
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